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ABSTRAK

Dewasa im kejahatan dengan kekerason semakin meningkat, seporti pambunuban,
perampokan, mavpun perkosaan., dimana pelakunya bukan saja arang Gewssa etapi juga anak
anak Salah salu kejahatan yang timoul adalah perkosaan yang pelakunya anak-gnak dibawah
umur Hal ini disehabkan cieh adanys pergaruh dari media global separti televisi, majalah-
majalah dowasa yang dijual secara bebas lanps pengawasan dan selain ilu juga disebabkzn afen
maraknya peradaran VCONVCD pomo yang bebas dtontan pleh anak lersebul, sehinppga ada
keingin 1ehuan dan maniry apa-apa yang dilontannya kepads siapa 5aja, idak, manuiup
kemungkinan dilgkukan ternadap teman sendir, baik ditingkurigan sekolah, maupim dilingkungan
eakitar rumah. Dengan diberakukannys Undang-undang Momor 3 kahun 1007 leniang pengadilan
anak, Undang-undang MNomaor 29 tahun 2002 lentang perlindungan anak, diharapkan mampu
mencenan dan menciptekan perfindumgan terhadap anak dalam hukum agarn anak, dapat
teslindungi hak-hizknya. Parmasalahan dalam perelitian ini adalah ketenluan pidana apa yang
diterapkan terhadap anak pelaku bndak pidana perkosaan, Apa perlimbangan hakim dalsm
manerapkan kelentuan pidana ersebut, dan Kendata-kendals spa yang dinadapi oleh hakim
dalam merjatuhkan vorig lerhadap anak pelaku perkosaan dan cara menanggulanginya. Sifat
penelitian adalah bersifal daskiplif yang berusaha untuk menguraikan stau membenEan
gambaran mengenal pEnNerapan pidana bag pelaku perkosaan, sena menjelaskan kendala-
kendala yang dibadapi olsh hakim dan bagaimana cara penanggulangannya pendekalan
masalah yang dipergunakan adalah pendekalan masalab yuridis sosiclogis dimana perclii
mengounakan metode soreebul untuk mendapatkan date-dala pruner dan sekunder yang
dinutubikan dalam penelifian ini Somentara ite juga dipertukan bageimana pelaksanaan hal-hal
yang berkaitan dengan konsep teoritis yang ada dalam Undang-undang dan pendapal para ahij
dan untuk setanjulnya dilibet apiikasnys dilapangan. Dan penelilian yang 1ol dilakukesn, prOSES
beracsra dipsrsdangan pangaditan nener padenyg mengacl pada KUHAF dan Lndang-undsng
pengadilan anak Momor 3 tahun 1947, Saedanghan kendala yang ¥sng spring dihadap datam
prosas pembukbian ardalah suliinya anak yang menjadi keehan dalam memberikan keterangan
dar infoemasi dalam penyslesaian kasus tindsk pidana perkosaan yang dilakusan oleh anak
dibawah umir
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PENERAPAN KETENTUAN PIDANA
TERHADAP ANAK FELAKU TINDAK PIDANA
PERKOSAAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewass  ini kejahatan  denpan kekernsan  semakin  meningkal.  seperti
pembunuhan, perampokan, maupun perkosaan., dimana pelakunya bukan saja ormng
dewasa tetapi jupa anak-anak. Salah saty kejahatan yang timbul adalah perkosasn
vang pelakunya snak-anak dibawah umer, Hal ini kemungkinan disebabkan oleh
adanya pengaruh dari media global sepeni televisi, majalab-majalah dewasa yang
dijual secarn bebas tanpa pengawasan dan besar Kemungkinan discbabkan oleh
marakova peredaran VCD-VOID pomo vang bebas ditonton oleh anak tersebut,
sehingga ada keingin tahuan dan menivo apa-apa yvang ditontonnya tersebul kepada
siapa saja, lidak menotup kemungkinan dilakekan terhadap teman sendirt, baik
dilingkungan sekolah, maupun dilingkungan sekitar rumah.

Perkosann sehagai perilake menyvimpang dan asusila bukanlah menjadi
poristivn stau informasi yang  mwngherankan bagi kita sekarang ini.  Earena
mendengar kasus ini di sekitar kg dan membacanya diberbagal media massa, haik
pelabunys masih dafam proses penyidikan maopun el diputus pengadilan seper
dalam putusan pengadilan nomor 365T1DE2004PN PG, Dalam perkara terdakwa

atas mnma Febriko Tanjung vange melakukan perkosaan terhadap temannya yang



lerjadh di parak jigarak, Kel. Anduring Kec, Kuranji Padang vang secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan bindak pidana “percobaan perkosaan™ sebagaimirs
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 KUHP dan Putusan
Penpadilan Nomor 446/P1D.B2005/PN.IRG. dalam perkara lerdakwa alas nama
Viki Pernanda Potea vang mana terdakwa secara sah dan mevakmkan bersalah
melakukan kejehatan “Permerkosaan™ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 285 KUHP jo Undang-undang Mo 3 Tahun 1997 Dengan keluamyva Undang-
undang No 3 tabun 1997 lentang penpadilan anak dan Undang-undang pertindungan
anak Mo 23 tahun 2002 vang mana discbut sebagar Hukom Pidana Khuoses vang
Prinsip pemberlakuannya falah bahwa hukum pidana Khusus lebth divtamakan dari
maacda hukom pidana umum ™ Lex Specialis derogat lex generalis”. Dimana ketentuan
iril chidur dalam pasal 63 ayval 2 KUHP

Merahtas adalah merupakan faktor utama vang hares dibormatt oleh setap
edivicy,  sebab  prinsip  moralilas merupakan acuan  perilaku  yang  sangat
mempenyaruhn dinamiks masvarakat, dengan adanya kesepakatan imoral nibah
kelenangan masyamkat dapat dipelibara. Perkosaan seksual meropakan perwaudan
tidak sempurnanya rasa tanggung jawab scscorang terhadap sesama manusia, Selan
o dilandasi olch rasa lertekan dalam mewujudkan ekspresi sekswal, Disamping it

unsur-unsur lainnva sepertt balas dendam ataw sakit prwa |

'Lithing - datn informasi angk yayesin keseiatteraan anad Indonesia, hasi mondliing b
rnasaliab pervalak gunaan scks terkadap anzk Iedosesia TSRO — pO50 ba) 2
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PENUTUP

A. KESIMPULAM

Dari penjabaran yang telah penulis uraikan pada bab-bab schelumnya maka

penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa

L.

Fiakim dalam menctapkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana
pemerkosaan menpgonakan  peraturan perundang-undongan - yang dapat
menpuniungkan bagl anak tersebut. Dimana di Pengadilan Negen Padang
mencrapkan pasal 2835 KUHP, dimana ancaman hukumannys lebib ringan
daripada undang-undang No, 23 mhun 2002, Berdasarkan penelitian yang telab
penulis lakukan di Pengadilan Negeri Padang, proses pembuktian tindak pidana
pemerkosaan i persidangan pengadilan negeri padang adalah sama halnya
dengan proses pembukiian pads persidangan perkara tindak pidana bissa yakn:
tetap mengacy pada proses beracar sebagaimana yang dicamumkan dalam
KUHAP. Yang terpenting untuk diketshui adalah tindak pidana pemerkosaan
mempunyal dug unsur vang berbeda yaitu™dolus"ataw kesenpaaan dan “culpa”
atau ketidak sengajann, untwek dapatnya seseorang terdakwa dikatkan terbukt
bersalah melakekan tindak pidena pemerkosaan dengan alasan balwa lerdakowa
harus mengetahui atan patot dapat mendupa baliwa barang vang ia peroleh i

berasal dari kejahatan, maka hakim hares dopat membuktikannys:  didepan

T



sidang pengadilan yamg menpadili perkara tersebut untuk ite diperlukan alat-alat
hukti seperti vang telah diatur dalam undang-undang yailu Pyl 184 RUTTAR,
Alat-alat bukti vang sab it adatalb

. Keteranga saksi,

. Keterangan abli.

C. Surat-sural.

d. Pelunjuk.

e, Keterangan terdakwa,
Dalam asasnya fex specialis derogat fex penerale dimana Kelenluan yong
berlaku kKhusus mengenyampingkan kelenluan yang berlaku wmum. Akan wwapi
dalam prakick yang ditemyi dipengadilan negeri padang, bahwa ketenfuun vang
digunakan adalah ketentuan umum yang mana diatur dalam KUHP tidak
hordasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2002
Dengan menangani perkar peradilan anak hakim memiliki kendaia dalam hal
pembuktian di persidangan dimana  korban biasanya enpgan, lakot dalam
memberikan  keterangan, dikarenakan  ada rasa rauma ¥ang lama uotuk

dihilangkan.
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